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Segera Salurkan
Bantuan Covid-Ig

SEIUMLAH instansi dan tokoh rnasyarakat
mendesak pemerintah provinsi maupun kabup ajen/
kot4 segera rnenyalurkan bantuan stimulus jejaring
pengaman sosiSl (fPS) kepada masyarakat terdam-
pakvirus korona (covid-l9)' 

; Ba* sqr,ffit

Sambungan darihal. 1

"Bantian atau jejaring pe-
ngamanan sosial sangat pen-
tingbagi masyarakatterdamp-
ak Covid-l9, terlebih di masa
Pembatasan Sosial Berskala
Besar atau PSBB," tegas Om-
budsman RI Perwakilan Sum-
baf Ydi Heriani melalui rilis
yang diterima PadangFkspres.

Ombudsman RI Perwak-
ilan Sumbar tidak ingin ada
rakyat yang sampai kelaparan
pada masa pandemi Covid- 19

dan selama masa PSBB diber-
lalukan "Dan penting menja-
'di perhatian, bahwa bantuan
sosial tidak untuk dipolitisasi
oleh pihak mana punj'tegas
Yefi.

Sementara Komisi Infor-
masi (KI) Sumbar mengingat-
kan pemprov dan pemkab/
pemko agar menyampaikan
secara fransparan, segala ben-
tukbantrnnlPsyangdiberikan
kepadamaq;aralcatterdampak
secaraekonomi.

'Apapun bentuk bantuan
yang disalurkan pemerinlah
selagi sumber dananya dari
APBDdanAPBN, makaharus
disampaikan secara terbuka
dantansparan, sertaadil. Beda
bantuan dari orang per oftm-
gan yang sifamya pribadi, rq1

terserah pada yang membet
bantuan kepada siapa diserah-
kan" tegas KI Sumbar Nofal
\wibka didampin$Wakil Ketqa
KI Sumbar AdrianTuswandi. .

Nofal menjelaskan, bantu-
an fPSyang digelontorkan pe-
merinuh dan pemda itu kini
sangat ditunggu-tunggu mas-
pralcat Uaqrarakat bunrh ke-'
pastian kapan bantuan itu
diberikan. Badan publik harus

ielaskan ituke publik
i\{aqnrakatpenerimaban-

tuan zudah ada petunjuk tek-
nisnya. Namun di tinglat ba-
wah, pendataan bisa mdnjadi
masalah bila prosesqya tidak
transpamn kepada masyara-
kat. "Bantuan jaring pengam-
an sosial ini harus terbuka dari
hulu ke hilir, harus jelas proses
pendataannyd, jelas peneri,
milrya dan jelas berapa yang
diberikan. Iikaada masyarakat
yang meminta informasi pros-
es penyaluran bantuan, badan
publikharus siap dengan do-

krmennyai'terangrla.
Penyampaian informasi

oleh badan publik terkait ban-
tuan ini sambung Nofal, tertu-
ang dalam UU No 14 Thhun
2008 tentang Keterbukaan In-
formasi Rrblik, dikategorikan
sebagai informasi serta merta
t:formasi ini harus disampai-
kan secara cepat, tepat dan
massif, serta menjangkau selu-
mhmasfarakat

"Uirtuk penyampaian in-
forrriasi tentang penyaluran
bantuan, badan publik harus
bisa menjelaskan ke masyara-
kat secara jelas dan clear lika
terjadi mispersepsi, maka bisa
menimbulkan konflik di ting-
kat maqarakati' ujar Nofal. ,

Wakil Ketua KI Sumbar,
Adrian Tuswindi menambah-
kan, tidak ada toleransi kepa-
da pemerintah untuk menut-
up-nutupi data penerima dan
prosespenyaluran bantuan so.
sial tersebut Begitu juga ban-
tuan dari BIIMN dan BIIMD
yang menggunakan anggaran
negara dan daerah. "Semuan-
ya hanrs terbuka, kalau perlu
pemerintah rnemajang daftar
namapenerimabarrtuan terse-
but di tempat umum maupun
di website pemerintah sehing-
ga mudah dia}ses publik,' ka-
tanya.

KI Sumbar juga meminta
kepada seluruh instansi dan
stalBholder termasuk masya-
rakat, untuk mengawasi peng-
gunaan anggaran ini sehingga
benar-benar dirasakan man-
faatnya bagi masyarakat yang
membirtulrkan.l

"Bantuan ini bisa saja dis-
elewengkan oleh oknum ter-
tentu, di sini perlu ketegasan
pemerintah rurtuk mengawasi
aliran bantuan hingga sampai
ke penerima Masyarakat juga
harus mengawasi. KI juga siap
menerima laporan dari mas-
yaxakat jika ada badan publik
ya+g terhrtup;' unglapnya

Adrian juga. meminta ba-
dan publik menyiapkan call
center, website ataumedia so-
bial yang dijadikan tempat un-
tukmenyampaikan informasi
serta menjawab pertanyaan
masyarakat seputar bantuan
tersebut termasuk jadwal dan
polapembagiannya.

"Dengan begitu, masyara-
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kat bisa mengetahui secilra up
to date informEsi berkaitan
data penerim4 kapan bantuan
diserahkan, dan masy.arakat '

bisa juga menyampaikan jika
ada wargar.rya yang layak men-
erima tapi tidak terdata oleh
p.etugas. Iangan sarnpai terjadi
kisruh baru diresponsi imbau
Adrian.

MenyimpangDiierat
Hukr.rmanMalsimal

Di sisilain, KejalsaanTtng-
g (fejati) Sumbar akan men-
gawal penyaluran dana stimu-
lus jejaring pengaman sosial
kepadamasyarakatterdampak
Covid- 1 9.Jika ditemukan adan-
yapenyimpanganpenyaluran, .

Kejati Sumbar akan bertindak
tegas melaluiUndang-Undang
Tindak Pidana Korupsi (Tip-
ikor) dengan tuntutan huku-
manmalsimal.

" Prinsipnya, sesuai arahan

Ialsa Agung kami akair men-
gawal dana untukkepentingau
penanganhnCovid- 19. Baik di
tingkat kabupaten dan kota
maupun provinsi. Diminta
atau tidak diminta, kami wajib
mengdmankan itu, karena itu
uangralsyat dan uang negara/'

,tegas Kepala Kejati Sumbar,
Amran.

Pihalcrya telah memberi-
kan instrulai seluruh kej ari se-
Sumbar untuk melalukan pe-
ngawalan secara ketat diwila-

' yahtugas masing-masing. Ber-

, tujuan agar penggunaan dan
peruntukan dana bantuan ter-

, sebut, tepat sasaran dan benar-
benar untukpenanganan Cov-
id-19.

"Nah, kalau untuk tingkat
provinsi, saya telah memasuk-

'kan Asintel langsung dalam
kepanitiaan Gugus Tugas, un-
tuk bisa melakukan pengawa-
lan. Asalkan sudah tepat peng-
gunaannya, tidak masalah.
Tapi kalau tidak tepa! apalagr
kami tahu ada niattidakbaila:I- .

ya untuk melakukan penyim-
pangan, akan kami tindak te'
gasj'imbuhnya.

Dia menyatakan, tindakan
tegas yang akan dilakukan ja-
jaran l(ejati Sumbar dengan
menjerat olcrum dengan Un-
dang-UrrdangTipikor. "Malah-
an jika melakukan tindak pi-
dana korupsi saat sedang ada
musibah seperti ini, bukan lagi

hukuman bias4 bisa-bisa hu-
kuman berat dan maksimalj'
kalanya.

Amran mengingatkan agar

iangan sampai ada pemerinuh
daerah, baik provinsi maupun
kabupaten dan kota bermain-
mdn dengan penyaluran dana
bantuan untuk masyarakat
yang menghadapiwabah pan-
demiCovid-19.

"Gunakanlah untuk
bagaimana bailcrya penanggu-

langan Covid- 19 ini. fangan ada
yang bermain-main dan men-
cari keuqtungan memanfaat-
kan dana. penangarum Cgvid-
19 ini, harus tepat sasaran dan
berguna untuk masyarakat.
IGlau diketahui ada pergeser-

en dan4 akan kami tindakte-
gas dan akan kami j erat dengan
hukrman malsimali tegasn-

Yat

. Kejati Sumbar sebagai
bagian dari Tim Gugus Ttrgas
Percepatan Penanganan Cov-
id-19 Sumbar, mendorong pe-
merintah daerah untuk mem-
percepat penyaluran bantuan
jejaringpengaman sosialkepa-
da maslarakat yang terdamp-
ak Covid-l9. "Kebutuhan itu
bermanfaat pada saat dibutu-
hkan. IGlau sudah tidak dibu-
tr;lrkan baru disalurkan, tidak
ada nilainya. Makanya pada
saat dibutuhkan itu harus dis-
alurkan, dan tim harus berger-
ak cepat namun datanya harus
jelasi'tukasAmran.

Di sisilain, Kabid Humas
Polda Sumbar I(ombes Pol
Satake Bayr menyebutkan,
masalah penyaluran bantuan
Covid-l9 ditangani oleh Di-
treslcimsus. Menunrt dia ber-
dasarkan arahan pimpinan
bahwa pengawas lebih menge-
depankan peranan aparat pen-
gawas intem pemerintah (APIP)

didalamnya ada BPK dan krspe-
ktorat. "Jadi adabagianmasing-
masing'ungkap Satake.

Semua ini, tambah dia,
sudah ada MoA denganAPlP
antara Polri, Kemendagri, Ke-
jaksaan pada Novembet 2OI7
lalu. Iika ditemukan masalah,
tambah dia, APIP diminta tu-
run h.rlu. Adapun asas yang
kitapergunakan adalah pence-
gahan, sedangkan proses up-
aya teraldrit'' jelas Satake., Untukpengawasantingkat

kabupaten/ kota dipegangKa-
sat Reserse yang membantu
dan memantau penyaluran
bantuan tersebut. "Jika ada.
masyarakat yang merasa diru-
gikan, segera laporkani tutup
Satake.

HarusAdalaminan
Sementara itu, pakar hu-

kum Dr Miko Kamalmengata-
kdn, seharusnya pemerintah
mempercepat pencairan.
Sebab, masyarakat terdampak
sangat menunggu bantuan'
tersebut. Kalau masalahnya
ada di dat4 semuapihakharus
mempercepat proses Pen-
dataan.

"selain itu, aparat penegak
hukrm juga harus memberi-
kan jaminan kepada aparat
pemerintahyang menyalurkan
bantuan tidak akan dijerat hu-
kum sepanjang tidakada itikad
burukdalam penlaluran terse-
but. Hal ini sesuai amanat Pasal
27 atat 2 Perppu No 1 Thhun
2020i'ungftapnya.

Dia mendengar adanya
kekhawatiran dari aparat pe-
merintah karena tidak adanya
jaminan dari aparat penegak
huknm tentang jaminan per-
lindungan hukum bila terjadi
kesalahqn dalammembagik4n
bantuan, termasukkesaalahan
pendataan. "I(arena itu, demi
kepentingan yang lebih besar,
apamt penegak hukrm harus
mernberikan j aminan.Kalau
tida( dampak sosialnya se-
makinburuk/'ujamya.

Terpisah, ekonom Unand
Prof Elfindri mengatakan, se-

benarryra keterlambatan iflr
karqna sistem. "Seharusnya,
pemerintah rnembuat tim un-
tuf menguncurkan dana ke
warga terdampak korona.
Mengingat sebenamla ini kan
rnasalah data dari RW dan RT,
jadi tim tersebut yang men-
gambil data dari RW dan RT

tersebuti'ungkapnya.
Dia menekankan, jangan

ditunggu-tunggu masalah
sistem sistem selesai, pasatrya
warga rniskin sudah menang
gis memrnggu bantuan. "Jan-

gan gara-garasistem diabaikan
warganya. fadi, pemerintah

I arus cepat tuemgambil kePu-
tusan, jangan menunggu
menunggu lagil' ungkapnya.
(ilalctllo/err)
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